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KATA PENGANTAR

Dalam menapaki proses dialektika hidup, banyak hal yang berarti jika 

‘proses ’ itu kita insyafi dan renungkan. Kompleksitas ‘rasa ’ dinamika perjalanan itu 

menciplakan bentangan cakrawala hidup, yang pada akhimya akan memberikan kita 

pilihan-pilihan beserta konsekuensi logisnya. Dan kita sebagai makhluk yang (hanya) 

memiliki otoritas memilih, sudah seharusnyalah menentukan pilihan sikap dari 

bentangan pilihan yang telah disediakan “Apa yang harus kita pilih. 

Selanjutnya, silahkan kita nikmati pilihan tersebut, dengan segala konsekuensi 

logisnya berupa kenikmatan dan kegetiran.

Pun demikian pilihan penulis untuk “bersekolah” di kampus merah ini, 

adalah pilihan yang menyenangkan sekaligus menyebalkan 

Romantika “bersekolah" (susah, senang, sedih dan bahagia, bahkan terkadang 

absurd) banyak memberikan kontribusi yang berharga, bagi perjalanan penulis 

kedepan dalam menapaki samudera kehidupan yang terbentang sejauh mata 

memandang (Insya Allah). Namun setiap ‘permainan ’ pasti ada the rule of games, 

begitupun dengan keberadaan penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, 

yang dalam ketentuannya harus membuat suatu karya tulis ilmiah yang bernama 

skripsi sebagai salah satu prasyarat untuk dapat hengkang dari kampus. Akhimya 

setelah melalui prosedur yang berlaku, skripsi yang dimaksud dapat penulis 

hantarkan, tentunya lengkap dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dan untuk 

itu pula penulis membuka ruang yang seluas-luasnya bagi para pembaca atau pihak- 

pihak yang berkepentingan lainnya untuk mengkritisi dan mengaya kajian skripsi ini 

dalam suatu ruang akademis, yang tentunya hal itu akan sangat bermanfaat bagi 

penulis kedepan, agar dapat melahirkan karya-karya ilmiah yang lebih baik.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar 

kesarjanaan Strata Satu (SI) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu 

skripsi yang berjudul “Efektivitas Pidana Penjara Terhadap Narapidana 

Psikotropika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Pakjo Palembangpenulis

?n>\
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dedikasikan kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam proses 
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persoalan-persoalan yang saya hidangkan ini.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa 

adalah menciptakan kualitas manusia yang mampu melanjutkan perjuangan dan 

melaksanakan misi bangsa. Lebih khusus lagi bahwa peningkatan kualitas sumber

daya manusia serta integritas moral bangsa tersebut ditujukan pada generasi muda 

sebagai penerus perjuangan cita-cita bangsa. Generasi muda di samping sebagai

objek, juga sebagai subjek pembangunan, karenanya sangat diharapkan menjadi salah

satu aset pembangunan yang benar-benar berkualitas. Kualitas manusia serta

integritas moral generasi muda Indonesia sebagai sumber daya pembangunan bangsa

tersebut sangat ditentukan oleh kesehatannya, baik jasmani maupun rohaninya.

Sehubungan dengan kesehatan mental masyarakat (socia/ mental health)

masalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (baca : napza) telah mendapat

perhatian serius dari pemerintah baik pusat maupun daerah, hal tersebut dikarenakan

pengaruh penyalahgunaannya terlebih lagi jika disertai dengan peredaran secara ilegal 

dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik perorangan maupun 

masyarakat, khususnya generasi muda. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif

1
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lainnya (napza) dalam kenyataannya adalah medis, sedangkan perdagangan/lalu-

lintas ('traffickingj adalah dan akan menjadi masalah polisi .

Sebagai negara berkembang, Indonesia tak lepas dari dampak ilmu

pengetahuan dan teknologi yang berasal dari negara-negara maju. Satu diantara akibat

sampingan itu adalah, banyaknya peredaran psikotropika dan obat-obatan terlarang di

kalangan generasi muda Indonesia. Akibat kemajuan di bidang farmasi saat ini,

berkembang jenis-jenis zat atau obat sintesis seperti psikotropika dan zat adiktif

lainnya yang penyalahgunaannya menimbulkan akibat bahaya terhadap kesehatan

pemakai atau pengguna tersebut. Ancaman bahaya penyalahgunaan maupun

peredaran gelap narkotika dan psikotropika serta zat adiktif lainnya, dapat menjadi 

penghambat bagi kelancaran pembangunan sumber daya manusia pasti perlu 

ditanggulangi baik oleh pemerintah maupun oleh seluruh komponen masyarakat.2

Bahaya penyalahgunaan obat (drugs abuse) dimaksud bila suatu obat 

digunakan tidak untuk mengobati penyakit, tetapi digunakan dengan sengaja untuk 

mencari/mencapai keadaan “kesadaran tertentu” karena pengaruh obat pada 

jiwaJpsyche?

Psikotropika serta obat-obat berbahaya lainnya pada dasarnya memiliki nilai 

positif sebagai obat yang berkhasiat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran 

pengobatan kesehatan. Selain itu juga berguna penelitian pengembangan ilmu

1 Sudjono D, SH, Phatologi Sosial, Penerbit Alumni, Bandung, 1974, hal 59 
M. Wresniwiro, Masalah Narkotika, Psikotropika dan obat-obat berbahaya. Yayasan Mitra 

Bintipmas, Jakarta, 1999, hal. 4
' Nanizar Zaman Joenoes, Masalah Penyalahgunaan Obat, Sic, Surabaya, 1994, hal. vii

2



pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Dalam hal ini ada tujuan manfaat yang positif 

yaitu rasa kemanusiaan untuk mengurangi penderitaan penyakit. Sisi lain dari obat- 

obatan tersebut juga memiliki efek samping dengan dampak negatif yang sama 

seperti halnya mengkomsumsi minuman beralkohol, bahkan dapat berakibat fatal 

apabila digunakan secara berlebihan atau disalahgunakan pemakaiannya. 

Penyalahgunaan psikotropika tersebut juga menjadikan seseorang ketagihan (addict) 

yang senantiasa terus meningkat jumlah yang dikomsumsinya hingga mencapai 

tingkat diluar batas yang di tentukan (over dosis). Dalam keadaan ketergantungan, 

secara psikis maupun fisik terhadap napza, si pemakai sulit untuk melepaskan diri

dari napza dan sangat mungkin terjadi pemakai napza dalam upaya memenuhi

kebutuhannya, akan melakukan tindakan-tindakan melawan hukum seperti pencurian,

kekerasan, perampokan dan bentuk-bentuk tindak pidana lainnya.

Pengguna psikotropika dan zat adiktif lainnya mengalami peningkatan sangat

cepat pada masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota besar. Sejak tahun 1997 

jaringannya sudah mencapai pelosok-pelosok paling jauh, bahkan di lingkungan 

masyarakat paling bawah. Hasil survei tahun 1997 menunjukkan, pengguna obat-obat 

terlarang di Indonesia mencapai 1-2 persen jumlah penduduk. Hal ini berarti sekitar 

1,3 juta pemakai narkotika, psikotropika dan obat-obat terlarang lainnya (napza), 

dengan nilai obat yang digunakan sekitar Rp 780 milyar.4

Penyalahgunaan napza di Indonesia bahkan didunia saat ini sudah mencapai 

keadaan yang serius. Karenanya bukan suatu hal mengejutkan bagi kita tentunya,

4 Harian Kompas, Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, Kesalahan Siapa ? edisi 25 Oktober 1999
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mendengar berita-berita pada media massa (tulisan maupun elektronik) tentang

maraknya tindak pidana psikotropika dan narkotika ini. Berita-berita tentang

penangkapan terhadap pelaku-pelaku penyelundupan, penjualan gelap dan

penyalahgunaan obat-obat yang mengandung bahan-bahan psikotropika dan zat

adiktif lainnya tersebut semakin memperjelas keyakinan banyak pihak tentang

peningkatan tindak pidana ini.

Dengan semakin meningkatnya peredaran serta bertambahnya pengguna

napza secara ilegal oleh sebagian besar generasi muda di Indonesia saat ini, tentunya

hal tersebut memerlukan upaya penanggulangan serta pemberantasan secara

integralistik. Hal ini berarti perlu adanya suatu tindakan yang terpadu dan atau jalinan 

kerjasama yang baik antara aparatur penegak hukum dengan masyarakat Indonesia. 

Upaya-upaya yang kami maksud diantaranya adalah upaya pencegahan (preventif) 

melalui himbauan dan penyuluhan secara terpadu kepada masyarakat khususnya pada 

generasi muda, dan juga perlunya penegakan hukum yang mengedepankan asas the 

rule of law serta cita rasa keadilan masyarakat kepada pelaku-pelaku tindak pidana 

narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ini.

Dalam hal ini secara hukum nasional paling tidak terdapat dua pengaturan 

berkenaan penyalahgunaan obat-obatan ini, yakni :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

4



Bahkan jauh sebelum itu, telah dibuat suatu pengaturan secara internasional

serta penanggulanganberkenaan dengan langkah-langkah pengawasan 

penyalahgunaan dan perdagangan ilegal bahan-bahan yang digolongkan narkotika 

dan psikotropika. Perkembangan budaya bangsa-bangsa di dunia ini telah mengenal

nilai-nilai universal yang melarang perilaku yang dapat merugikan pergaulan sosial 

kemasyarakatan (internasional). Langkah-langkah pengaturan secara internasional

tersebut antara lain:

I. The Single Convention on Narcoiic Drugs atau Konvensi Tunggal Narkotika

tahun 1961 (pasal 63) menghendaki agar negara-negara peserta mengancam

dengan pidana penjara atau pidana pencabutan kemerdekaan lainnya apabila ada

pelanggaran yang serius dari konvensi tersebut.

II. Konvensi Psikotropika tahun 1971 merupakan salah satu tindak lanjut

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperkuat wawasan terhadap 

psikotropika diseluruh negara. Konvensi Psikotropika ini memiliki lima tujuan

sebagai berikut:

1. menempatkan psikotropika dibawah pengawasan Internasional;

2. mengurangi kejadian penyalahgunaan dan lalu-lintas perdagangan illegal 

psikotropika;

3. menetapkan ketentuan khusus untuk mengawasi psikotropika;

4. membatasi penggunaan bahan psikotropika untuk tujuan medis dan ilmu 

pengetahuan;

5



5. meningkatkan pelatihan personalia dibidang perawatan, after-care, rehabilitasi 

dan reintegrasi sosial pecandu psikotropika.5

Kesepakatan negara-negara anggota PBB untuk menanggulangi bahaya 

narkotika, psikotropika dan obat-obat terlarang lainnya bermakna negara anggota 

dengan perangkat undang-undang nasionalnya dapat memerangi penyalahgunaan dan 

perdagangan gelap bahan-bahan yang tergolong Narkotika.6

Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, 

psikotropika dan zat adiktif lainnya sudah cukup banyak di vonis oleh hakim di 

pengadilan seluruh Indonesia, seharusnya (das sein) jumlah angka kejahatan pada 

tindak pidana napza ini mengalami penurunan. Namun pada kenyataannya (das

sollen) justru tingkat kejahatan napza ini semakin meningkat, baik secara kuantitas

maupun kualitas modus operandinya, sehingga gambaran kondisi ini tidak saja

meresahkan aparatur terkait tapi juga menjadi keprihatinan dan keresahan masyarakat

Indonesia secara keseluruhan.

Ada beberapa contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku 
kejahatan napza di kota Palembang yang diberitakan media massa, seperti:

1. Harian Sumatera Ekspres, edisi 31 Januari 2004, yang memberitakan tentang 
tertangkapnya oknum anggota TNI yang merupakan bandar dan pengedar 
obat-obat jenis psikotropika (ekstasi dan shabu-shabu) oleh aparat Kepolisian 
Kota Besar Palembang disalah satu tempat hiburan di kota Palembang, berikut 
barang bukti kepemilikan obat-obat psikotropika tersebut.

3 Romli Atmasasmita, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, 1997, hal. 100 
6 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hal. 43
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2. Harian Sumatera Ekspres, edisi 14 Mei 2004, memberitakan Napi Kasus 
Narkoba Meningkat 400 %. Demikian pernyataan yang disampaikan 
Sekretariat Jenderal (Sekjen) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 
Drs. Hasanuddin, BcIP kepada sejumlah wartawan pada acara pelantikan 
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 
Sumatera Selatan di Auditorium pemerintahan propinsi Sumatera Selatan.

Berikut ini adalah angka statistik tindak pidana Narkotika dan Psikotropika 

pada wilayah hukum kota Palembang, tahun 1996 - 2004 serta Data peningkatan 

jumlah tindak pidana Narkotika dan Psikotropika secara Nasional.

Tabel 1.1
Kasus Narkotika dan Psikotropika yang di Sidik POLTABES Palembang

Kasus yang selesai 
dan diserahkan ke KejaksaanKasus Yang DisidikTahun

1997 14 11
321998 41
591999 59

2000 179 153
2001 134 128
2002 63 63
2003 111 111
2004 92 92

Sumber: Kepolisian Kota Besar Palembang, 2005

Tabel 1.2
Perbandingan Jumlah Tindak Pidana 

Narkotika dan Psikotropika di Indonesia Tahun 1998- 20037

Tahun Narkotika Psikotropika 
416 kasus 
839 kasus 

1.356 kasus 
1.648 kasus 
1.632 kasus 
2.010 kasus

1998 421 kasus 
894 kasus 

2.058 kasus 
1.907 kasus 
2.040 kasus

1999
2000
2001
2002
2003 2.567 kasus

Sumber: Data Sekunder Badan Narkotika Nasional, Tahun 2004

7 Data Sekunder Badan Narkotika Nasional. Tahun 2003, dalam Siswantoro Sunarso, Penegakan Hukum 
Psikotropika, Rajawali Pers, jakarta, 2004, hal. 116
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Dari beberapa kasus yang tersebut diatas, terlihat bahwa penyalahgunaan 

napza yang ditangani oleh pihak Kepolisian Kota Besar Palembang dan jajaran 

Kepolisian Republik Indonesia pada umumnya terus mengalami peningkatan (lihat 

pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2). Karenanya perlu dilakukan suatu kerja koordinatif 

antara pemerintah maupun masyarakat untuk kemudian bersama-sama 

menanggulangi kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan 

psikotropika (c/rugs abuse) ini. Pertanyaannya adalah, apakah sanksi pidana dan 

langkah-langkah hukum lainnya, yang telah dilakukan aparatur hukum sudah efektif 

dan mampu memberi dampak penjeraan kepada pelaku khususnya dan juga kepada 

masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama seperti pelaku 

yang telah dijatuhi sanksi pidana tersebut.

Berangkat dari analisa dan pertimbangan diatas, penulis dalam hal ini 

menganggap perlu adanya suatu studi yang dapat mengkaji serta melakukan

pengayaan terhadap permasalah diatas. Dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal yang

berkenaan dengan tindakan dan upaya hukum apa saja yang telah dilakukan oleh

aparatur penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran ilegal

psikotropika dan zat adiktif lainnya di Kota Palembang, serta efektivitas penerapan 

Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika pada pelaku tindak pidana 

psikotropika di kota Palembang. Melalui pertimbangan-pertimbangan diatas, penulis 

akhirnya merumuskan suatu skripsi (legal memorandum) yang berjudul:

“Efektivitas Pidana Penjara Terhadap Narapidana Psikotropika Pada Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Pakjo Palembang”
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B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Fenomena yang terlihat saat ini bahwa perkembangan tindak pidana 

psikotropika semakin meningkat dengan modus operandi yang berbeda dan 

cenderung semakin menyulitkan para aparatur pemerintah karena pelaku tindak 

kejahatan ini semakin pandai menyiasati aparatur keamanan. Gejala sosial pada 

maraknya tindak pidana psikotropika ini telah banyak memakan korban materiel 

maupun jiwa para pemakainya.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan dari skripsi ini adalah sebagai

berikut dibawah ini :

1. Bagaimanakah efektivitas penerapan pidana penjara pada narapidana psikotropika

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Pakjo Palembang ?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi meningkatnya tindak pidana

psikotropika di kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta permasalahan diatas, maka menurut

hemat penulis ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai tujuan dari penelitian

serta penulisan skripsi ini antara lain adalah :

1. Menjelaskan efektivitas penerapan pidana penjara pada Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Pakjo Palembang.

2. Menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan tindak 

pidana psikotropika di kota Palembang.
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat diberikan dari hasil penelitian ini ialah manfaat dari segi 

teoritis maupun praktis antara lain:

1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu 

pengetahuan khususnya dalam hal tindak pidana psikotropika.

2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 

wawasan hukum, khususnya para aparatur penegak hukum yang berkompeten 

dalam menghadapi kasus-kasus tindak pidana psikotropika serta diharapkan 

juga hasil penelitian ini mampu memberi sumbangsih pemikiran bagi 

masyarakat Indonesia khususnya para remaja penerus perjuangan bangsa.

E. Ruang Lingkup

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis akan membuat sistematika

serta batas-batas atau ruang lingkup pembahasan materi penulisan. Hal ini dilakukan

agar dalam hal pembahasan materi tidak terjadi perluasan kajian dan pembiasan

lingkup kajian permasalahan. Secara pokok dapat penulis jelaskan bahwa yang

dimaksud dengan “Efektivitas Pidana Penjara” adalah sesuatu yang terkait dengan 

sistem penegakan hukum (criminal law enforcement) yang merupakan bagian dari 

criminal policy atau kebijakan penanggulangan kejahatan, yang dalam hal ini kami 

titik beratkan pada pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang 

Psikotropika, serta Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

yang mengatur tentang sistem pemidanaan melalui Lembaga Pemasyarakatan.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Dalam proses penyelesaian penelitian skripsi ini, penulis mengambil dari dua

sumber yaitu:

1. Data Primer adalah data yang didapat dari hasil penelitian secara langsung di 

lapangan, yang diperoleh dari sumber dengan menggunakan wawancara

secara terstruktur.

2. Data Sekunder adalah data yang didapat dari literatur-literatur berupa buku-

buku materi yang berhubungan dengan skripsi ini dan juga aturan

perundang-undangan atau studi pustaka (library resecich).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini sebagian besar akan lakukan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas I Pakjo Palembang, dan beberapa instansi atau institusi lain

dalam upaya untuk melengkapi data-data penelitian, antara lain Pengadilan Negeri

Kelas I A Palembang dan Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Palembang.

3. Teknik Analisa Data

Pendekatan yang penulis lakukan dalam mengkaji permasalahan ini melalui 

pendekatan yuridis empirik. Selanjutnya data yang didapat tersebut diolah dan/atau 

dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengkaji aspek-aspek yuridis 

empiris melalui metode analisis deskriptif yakni menguraikan gambaran dari data 

yang diperoleh dengan cara menghubungkan, membandingkan, mengabstraksikan
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sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan berupa konsep yang satu dengan

konsep yang lainnya.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan dijadikan sampel 

penelitian. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, populasi dari penelitian ini adalah 

Terpidana yang baru pertama kali dan Terpidana yang telah melakukan pengulangan 

tindak pidana psikotropika (resedivis) serta aparat penegak hukum yang berkompeten 

serta berpengalaman dalam menangani perkara tindak pidana psikotropika di wilayah 

hukum kota Palembang, yakni pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Pakjo

Palembang, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang dan pihak

Kepolisian Kota Besar Palembang. Adapun untuk metode penentuan sampel, penulis

akan menggunakan metode purposive sampling yakni penentuan sampel berdasarkan

kriteria dan pertimbangan tertentu sesuai dengan kedudukan dari objek penelitian.

G. Defenisi Operasional

1. Efektivitas adalah sesuatu yang berkenaan dengan hasil dari suatu perbuatan 

atau tindakan seseorang dan/atau lembaga, yang mempunyai sasaran-sasaran 

tertentu yang bersifat relatif berdasarkan pertimbangan waktu dan kualitas 

hasil perbuatan; dan kualitas suatu hasil perbuatan tersebut sangat tergantung 

pada standar nilai pada masing-masing pelaksana perbuatan tersebut.
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2. Pidana Penjara adalah salah satu tindakan penal yang diatur dalam ketentuan 

pidana berupa sanksi yang bersifat perampasan kemerdekaan dalam bentuk 

pemenjaraan terhadap fisik, dan sebagian dari hak-hak (terpidana) lainnya 

selaku warga negara domestik ataupun warga negara asing yang dilakukan

oleh negara terhadap pelaku tindak kejahatan.

3. Narapidana adalah status yang melekat pada pelaku tindak kejahatan yang

telah mendapat putusan berupa vonis, dan telah mempunyai kekuatan hukum

yang tetap berupa sanksi pidana penjara dan atau bentuk sanksi pidana

lainnya oleh Hakim pada suatu Pengadilan yang berwenang.

4. Psikotropika adalah zat atau obat psikoaktif yang bersifat alamiah atau

sintetis, yang dapat berpengaruh dan/atau menyebabkan perubahan terhadap

aktifitas fisik dan mental serta perilaku pemakainya.

5. Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga eksekutorial yang bersifat

pembinaan dan berfungsi sebagai sarana penyadaran dalam rangka

resosialisasi bagi pelaku kejahatan yang telah mendapat putusan tetap 

pengadilan dan/atau Hakim berupa sanksi pidana penjara atau sanksi pidana.
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